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LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT I SEMARANG

NOMOR : 9 'm_}m : 1983  SERI : D NOMOR : 6

PERATURAN BAERAH KABU?ATE& DAERAH TINGKAT II SEHARANG
NOMOR : 6 PARUN 1983 -
PENTANG

_ PEHBLNTUKAH DUSUN DALAM DESA DAN LIRGKUHGAN
. DALAM KELURAHAY

DENGAN RAKHMAT TUHAN YlNG MAHA ESA
“BUPATI KEPAhA DAERAR TINGKAT II SEMARANG ,

._Hgninbang. thwa.untqk_kalancaran-penyalenggaraan pa;
-merintahan secara berdaya guna dsn berhasi)

guna sestal dengan perkembangen, maka da-

lam rangka pelaksanaan Pasal 16 ‘dan  Pasal
31 Undang-undeng Bomor 5 Tahun 1979 . ten~
tang Pemerintahan Desa, dipandang .. periu

 untuk menetapkan Peraturan Daerah” tentang
Pembentukan Dusun dalam Desa dan lingkung—
an dalam Kelurehan di- Kabupaten Daerab -
Tingkat II Semerang.

1 Mengingat 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tan—
_ . tang Pokok-pdﬁbk Peﬁerintahan di Duerah:

.=s,..y
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2._Undans-undang Honor 13 Tahun 1950 ten-

"~ tang Pembentukan Daersh~daerah Kabupa-
ten dalam lingkungan Propinsi Jawa Te-
ngah §

3. Undsng-undang Nomor 5 Tahun 1979 ten~
tang Pemorintahan Desa ; _

4, Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor
2 Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentuk
an, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusg
an Kelurahan ;

5. Peraturan Menteri Palam Negeri Nomor 2
Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga
Musyewarah Desa ;

6., Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecah
an, Penyatusn dan Penghapusan Desa ;

7. Peraturan Menteri Delam Negeri Nomor 5 |
Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun :
dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurah
an 3

8, Instruksi Gubernur Xepala Daerah Ting

" kat I Jawa Tengah Nowmor 188.5/132/1981
tanggal 25 ABril 1981 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Feraturan/Keputusan Mente-
ri Dalam Negeri dalam rangka pelaksang
an Undang~undang Komor 5 Tahun 1979 ten
tang Pemerintahan Desa, '

Dengan persetujuan Dewan Pervakilan Rakyat Daerah Kﬁ
bupaten Daerak Tingkat 11 Semarang.

MEMUTUSKAN :

Henetapkan. PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN DA
" LAM LINGKUNG&H DALAM KELURAHAW,
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BAB I
KEPENTUAK UNUM
Pasal ) O

<Da1am Peraturan Daarah ini yang dimaksud dengan H

Gubernur Kepala Daorah adalah Gubernur Kepala Dy
rah Tingkat I Java Tengab 3

Bupati Kepala Paerak edalah Bupati Kepala Daara§m
Tingkat I1 Semareng ;

Desa adalah suata wilsyah yang dinempati oﬁah B8
jumlah penduduk sebagal kesatuan masyvarakat  ter~
nesuk di dalamnys kesatuan masysrakat hukum yang -

- mempunyei organisasi pemerintahan terendah lamg-

d.

f,

B

sung di bawah Camet dan berhak menyelenggarakan ™m
mah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia 3

Kelurahsn adal: h suatu wilayah yang ditempati oleh
sajumiah penduduk yang mempunyal orgenisasi peme ~
rintah.n terendah langsung di bavah Camat yeng ti-
dak barhsk menyelenggarskan rumsh tangganya B8Ok~
diri 3

Dusun adslah sebagai bagian wilay.-h dalsi Dess yang
merupukan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintakh~
an Desa. 3

Lingkungan adalah bagien wilayah dalam Kelurahan -
yeng merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pame -
rintahan Kelurahan

Lembaga Musyawarak Desa pdalab Lembagsm Permusyawam
ratan/permufakatan yang keanggotaannya terdiri ates
Kepala-kKepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga Ke-

‘masyarakatan dan Pemuka-pemuka nasyarakat a4 Desa
‘yang bersangkutan.
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BAB II
PEMBENTUXAN
: Bagian Pertama
Tujuan dgn Tata.ﬁmra Pembentukan

Paaal 2

Tujuan pembantnkan Dusun dalam Desa dan Lingkungan da

lam Kelurghan adealah untuk meningkatkan kemampusn pe-
nyslenggursan pemerintahan secara berdays guna dan
berhasil guna serta pelayansn terhadap masyarakat se-

sual dengan tingkat perkembangsn dar kemajuan pPem-
bangunana

. Pasal 3
(1) Dusun atau Lingkungan dibentuk dengan Keputusen -

(2

(1) |

Bupati Kepala'Daerah atas usul Kepala Desa atau -
Kepala Kslurahan setelah mendapatkan persetujuan
dari Gubernur Kepels Daerah, , _

Usul Kepala Desa aten Kepsala Kelurahan sebagaima-
ng dimeksud dalem ayat (1) Pasal ini, disampaikan.
kepads Bupati Xepala Dmerah melalui Camat setelab
dimintakan pertimbangan dari Pimpinan Lembaga Maw

 syarskat Desa untuk tingkat Dess dan Perangkat Kg

lurahan untuk tingkat.Kalurahah

Buaglan Kedus
Syarat-syarat Penbsntukan

Pasal &
Dalam penbentukan ‘Dusun atau Lingkungan harus mop

- perhatikan syarat-syarat atau faktor jumpah pen-

(2)

duduk, luas wilayah, letak, prasarana dan sarana
serta kondisi kemampuan ekopom} masyarakat,

_Sxaratnayarat atau faktor sebagaimana dimaksud da
~lam ayat (1) Pasal ini, dapat d1perinci sebagal,
berikut . . R :
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LIS Pembentukan Pusan :
..1. Faktor jumlah penduduk, yaitu jumlah pen-'
duduk begl terbentuknya Dusun sedikit-di-
“kitnya 500 jiwa atsu 100 kepale keluargs.

Be2s Faktor luas wilayah, yaitu luas . wilaysh

'* yang terjangkau secara berdaya guna dalam
rangks pemberian pelayanan dan pembinaan
masysrakai. .

#.3. Faktor letak, yaitu wilaysh yang memiliki
jaringan perhubungen atavn komunikasi am -~
tar Dusun~dusun yeng memungkinkan terpenu
hinya faktor luas wilayah tersebut huruf
Aals

a.4. Pragsarana dan sarans serta kondisi kemamn
puan ekonomi masysarakat.

b. Pembentukan lingkungen :

Bals Faktor jumlah penduduk, yaitu jumlah pen-
duduk bagi terbhentuknya Lingkungan sediki}
dikitnya 500 jiwa atau 100 kepala keluar—
ga .

b.,2. Faktor luas wilayah, yaitu luas wilayah

- yang terjangkau. secara berdaya gunaz dalem
rangka pemberian pelayanan dan pembinaan
nasyarakat.,

b.3. Faktor letak, yaitu wilayah yang maliputi
jaringan perhubungan atau komunikasi am -
tar Lingkungan yang letaknya memungkinkan
terpenuhinya faktor luas wilayah tersebit
huruf bead : )

b.4. Prasarana dan sarana serta kondisi kemem-
-puan ekonomi masyarakat.

(3) Jumleh Dusun dalam suatu Dgsa atau Lingkungan da~
lam suatu Kelurshan disesuaikan dengan kondisi wi
layah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan,
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PEMECAHAY , PENYATUAN, PENGHAPUSAH
C DAN PbRUBAHAH BATAS

Pasal 5

(1) Dusun atau Lingkungan yang karena pertimbangan -
pertimbangan tehnis pemerintahan dan pelayanan tex
hadap masyarakat, dimungkinkan uniuk dipscah.

(2) Pemecahan Dusun atau Lingkungan dilakukan oleh
Bupsti Kepala Daerah atas usul Kepala Desa atan
Kepaln Belurehsn setelah man&apatkan persetujuan
Gubernur Kepala Paerah.

(3) Usul Kepala Desa atau Kepala Kelurshan sebagaime—
na dimsksud dalam ayat 2 Pasal ini disanpaikan ke
pada Bupati Kepala Daerah melalui Camat.

Pasal 6

(1) Dusun atau Lingkungan yang karena perkembangan ke
adaan tidak lagl memenuhi syarat sebagai suatu
Dusun ateau Lingkungan dimungkinkan untuk disatu -
kan atau dihapuskan,

{2) Penyatuan atau penghapusan Dusun atau Lingkungan
dilakukan dengan keputusan Bupati Kepala Daerah -
berdasarkan usul Kepala Desa atsu Kepala Kelurah-
an melalui Canmat.

(3) Keputusan Bupati Kepala Daerah sebagaimana di-
maksud dalam ayat (2) Pasal ini tembusannya di-
sanpaikan kepads Guberaur Kepala Daerah.

Pasal ?

£(1) Dusun atau Lingkungan yang karena pertimbangan -
; portimbangan tehnis pemerintahan dan pelayanan
terhadap wesyarakat, dimungkinkan untuk diadakan
perubahan altsu pelurusan batas Dusun atas Ling-
. k\mgan.

:‘:* o ‘ “‘: . %» . | : ’ T . ;""" 51}8 -
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"(2) Perubahan ataw pelurusan batas Dusun atau Lingku—
‘ngan dilakukan oleh Bupati Kepala Daersh atas usul
" Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setelah mendapat”
kan parsetujuan Gubernur Kepala Daerah,”

(3 Usul Kepala: Desa ateu Kepala Eelurahan sehasaim&»'
na dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, disampeikan
kepada Bupati Kepalia Daersh melalui Cama%o-

BAB IV
KETLNTUAN PERALIHAN DAN PhNUTUP
Pasal 8

Dese atau Kelurshan yang sebelum berlakunya Peraturan
Dgerah ini telah mempunyai wilayah kerja bawahsu, ma-
ko wilayah kerja bawahan dinyatskan sebagail Dusun une
tuk Desa dan sebagal Lingkungan untuk Kelurahan ber—._
dasnrkan Peraturan Daersh ini. : _ '

‘Bagian wilayah Desa atau Kelurghan yang ada sebelun =.-
berlakunys Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 yang d&i-
sebut dengan nama asli misalnya Dukuh, Grumbul atau -

" wilayah-wilayak lain yang sejenis, dapat dibentuk men
jadi Dusun atau Lingkungano_

Pasal 10

Hal~hal lain yang belum diatur dalam Peraturanm Daerah
ini akan diatuz lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daeu.
rah sepanjang mengena1 palaESanaannya.
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f Pasal 11

'Peraturan Daerah ini mule.i barlaku pada tanggal
-nndangka.n. S : :

P

L _ Ungara,n, 7 Pebruari 1983.-
BEWAH PERUAKILAN RAKYAT - BUPATI KEPALA DAERAH

DAERAH :KABUPATEN DAERAH ; TINGKAT 11 SEMARANG
~ TINGKAT II SEMARANG .
o KETUA,
ttd, . - ' ttds

(. ISMOYO HADISOEMARTO )  (Ir.SOESMONO MARTOSISWOJO),

Disyehkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 18 Juni 1983
-Nomr l.ulii-of 1983,

Diundangkan Dulam Lembaran Daerah Kabupaten Dae-

rah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tanggal 22 Agustug
_1983 Seri D Homor 6. '

Pj. Sekretaris Wilayah/Daersh,

ttd,

Drs, Bnusnne'saxwib;yaKOS'
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